a bahwa |
Peraturan Menten Pendidikan dan Kebudayaan

. ' pertimbangan sebagaimana dimaksud

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Tingkat Il di Sulawesi Tengah {Lembaran

i 2014 tentang Pedoman Pendinan, Perubahan dan

F‘&ﬂ‘iuﬂr:nh an Pendidikan Dasar dan Menengah wajib mem

ntah daerah sesual dengan kewenangannya.
dalam hurul @,

periu menetapkan Keputusan Kepala Dinas penanaman Modal dan
tentang &R

elayanan Tempadu Saty :
Operasional Pintu Kabupaten Banggal
Pendidikan Dasar

N Daerah-Daerah

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan
Negara Republik indonesia Nomor 1822);
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nmasi ahs (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
. n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301),

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemernntah Pusat dan Pemernmah Daarah
(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

4438),
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomaor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
i telah diubah beberapa kall terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kena (Lembaran Negara Republk
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6573);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

| Pemenntah Antara Pemenntah Pusal, Pemenntah Daerah Provinsi dan

Pemenntah Daerah Kabupaten/Mota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republk Indonesia
Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5157)

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221), '




KESATU

PADU  SATU PINTU KABUPATEN BANGGAI  TENTANG
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN DASAR SO NEGER!

muunwmmtmm
berkan bnn Operasional Pendicis s [asa Repada

! Nama Lembaga SD NEGER! BOLOBUNGKANG
2 Jens Pencidhan  Sekolah Dasar '
1T —— 7 H Polontaio Desa Bolobungkang

Mecamatan Lo

4 Penanggungewab KEPALA SEXOLAM

s Yayasan/Penyelenggara  Pemenntah Kabupaten Bangge

Femegang Lon Wagd

1 Menyelenggarahan Pendckan Dasar tersebul sedemiuan rupa, sehingga
dapat memenuh tungs: sosaimya terhadap masyarakat

2 Mentasti Peraturan Perundangan yang beriaku atau yang ditentulan
:

s

3 Mengrwmhan aporan Duldnan | irmwulan Sengan ketentuan menundt

Keputusan s muls beraky selama 3 (hga) tahun sek
SEe Gongen 26 M 2000 dungen e S
SeDAQMTIANA Mestinya La

Detapkan & Luwak
Pada tanggal 25 Ve 2003
HMAHIHM-HMIMM
FLLAT ANAN TERPADA) SATL FIRTY
<y .wn:thm
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